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Abstract: The purpose of the research  is to know the judge’s consideration, the impact of the judge’s decision and the review 
of Islamic law against  the marriage  of the fakid in the Religious Court of Bengkulu.  Research  type is normative. The research 
approach is the  case  approach. Data  collection  techniques used  are  literature  techniques from primary  legal materials  and 
secondary legal materials.  The analysis used  is qualitative  analysis. The result of the research  is that the judge in deciding  the 
case of marriage  cancellation  has been  in accordance with the Laws Regulation,  because the judge in this case is guided  by the 
Compilation of Islamic Law and Positive Law. In addition, the impact of the decision of the cancellation  of marriage  is; since the 
issuance  of the Decision of the Religious Courts that the marital relationship is abolished and  is considered never to carry out 
the contract of marriage, while the child who has been  born to the marriage  remains  guardian to his father and for the needs  of 
his life is still the responsibility  of his parents, especially the father. The inheritance of the cancellation  of the marriage  remains 
joint property.  While fasid marriage  in view of Islamic law is a marriage  that must be canceled because of the terms or pillars of 
marriage  is not met and violate the rules set by sharia law. 
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Abstrak: Tujuan  penelitian  adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim, dampak atas keputusan Hakim dan tinjauan  hu- 
kum Islam terhadap pernikahan fasid di Pengadilan Agama Bengkulu. Jenis Penelitian bersifat normatif. Pendekatan penelitian 
adalah pendekatan kasus.  Teknik pengumpulan data  yang  digunakan adalah teknik kepustakaan dari bahan hukum  primer 
dan  bahan hukum  sekunder. Analisis yang  digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian  yang  didapat bahwa  hakim 
dalam  memutuskan perkara  pembatalan perkawinan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang, karena  hakim dalam 
hal ini berpedoman pada Kompilasi Hukum  Islam dan  Hukum  Positif. Selain  itu dampak atas  keputusan dari  pembatalan 
perkawinan yaitu;  sejak dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama  bahwa  hubungan suami  istri ditiadakan dan  dianggap 
tidak pernah melaksanakan akad  pernikahan, sedangkan anak  yang telah dilahirkan  atas  pernikahan tersebut  tetap  walinya 
kepada Ayahnya  dan  untuk  kebutuhan hidupnya masih  tanggungjawab orang  tuanya  terutama sang  Ayah.  Adapun  harta 
warisan  atas pembatalan pernikahan tersebut  tetap  milik bersama. Sedangkan pernikahan fasid dalam  pandangan hukum  Is- 
lam adalah pernikahan yang harus dibatalkan karena  adanya syarat ataupun rukun pernikahan tidak dipenuhi dan melanggar 
aturan  yang telah ditetapkan oleh hukum  syariah. 
 
Kata  kunci: Perkawinan Fasid, Tinjauan  hukum  Islam, dan Pertimbangan 
 
 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang 
penting,  karena  dengan perkawinan seseorang akan 
memperoleh keseimbangan hidup  baik secara  psikol- 
ogis, sosial,  maupun sosial biologis.  Seseorang yang 
melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya 
semua  kebutuhan biologisnya  bisa terpenuhi. Manu- 
sia  dalam   proses   perkembangannya membutuhkan 
pasangan hidup  yang  dapat memberikan keturunan 
untuk meneruskan jenisnya.  Perkawinan sebagai jalan 
yang bisa ditempuh oleh manusia untuk  membentuk 
suatu  keluarga  atau  rumah  tangga  bahagia yang ber- 
dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan  demiki- 
an bahwa  perkawinan dilakukan  hanya  sekali  dalam 
seumur  hidup. 
Dalam  hukum  Islam mengenal adanya suatu 
pernikahan   yang   dibatalkan,   batal    disini   berarti 
perkawinan yang  telah  dilakukan  itu tidak terpenuhi 
atau  mengalami rusaknya   hukum   yang  ditetapkan. 
Rusak  tersebut  misalnya  berupa rukun  perkawinan, 
sehingga  yang bersangkutan dalam hal ini wajib men- 
gulang  kembali  dan  memenuhi persyaratan hukum- 
nya agar terlepas dari kewajiban  hukum  yang berlaku 
atasnya   serta  mendapatkan pahala dari  Allah  Swt, 
jika hal ini tidak dilaksanakan maka perkawinan terse- 
but dapat dibatalkan. Dalam terminologi hukum Islam 
disebut   dengan pernikahan fasid. 
Pengertian  fasid  disini  adalah  perkawinan yang 
telah  dilaksanakan itu  mengalami  kerusakan,  tidak 
sah  atau  cacat  karena  tidak terpenuhi syarat  dan  ru- 
kunnya.  Jadi  pada  prinsipnya  antara batal  dan  fasid 
substansi  yang terkandung didalamnya adalah sama, 
yakni tidak sah pernikahannya. 
Menurut  Abdurrohman al-Jaziry  nikah  fasid ada- 
lah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari 
nikah  (kurang),  dan  batal  disini  adalah nikah  yang 
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tidak terpenuhi salah  satu rukunnya, sedangkan  hu- 
kum nikah batal dan fasid adalah sama yaitu tidak sah 
keduanya.1 
Pembatalan perkawinan adalah usaha  untuk tidak 
dilanjutkannya hubungan  perkawinan setelah  sebel- 
umnya  perkawinan itu terjadi.  Dalam  memutus per- 
mohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus 
selalu  memperhatikan ketentuan  agama  mempelai. 
Jika  menurut  agamanya  perkawinan itu  sah  maka 
pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.2 
Sebagaimana yang  terdapat pada   pasal  22  Un- 
dang-undang perkawinan disebutkan bahwa  perkaw- 
inan  dapat dibatalkan apabila  para  pihak  tidak  me- 
menuhi  syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
Namun   bila  rukunnya yang  tidak  terpenuhi berarti 
pernikahannya  yang   tidak  sah.   Perkawinan dapat 
dibatalkan berdasarkan Undang-undang Nomor  1 ta- 
hun  1974  pasal 22, 24, 26 dan  27 serta berdasarkan 
Kompilasi Hukum  Islam pasal 70 dan 71. 
Didalam  hukum  Islam disebutkan bahwa  suatu 
pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah 
tersebut  sudah  terpenuhi syarat  serta  rukunnya. Jika 
suatu  perkawinan kurang  salah  satu  syarat  maupun 
rukunnya maka  akad  nikah  tersebut  dianggap tidak 
sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya  salah satu ruku- 
nnya,  akad  tersebut  adalah batal.  Adapun  jika yang 
tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka 
akad  nikah tersebut  dianggap fasid.3 
Berdasarkan realita di dalam kehidupan masyarakat, 
terutama masyarakat muslim,  masih  sering ditemukan 
perkara  tentang  nikah fasid. Nikah fasid ini, biasa terjadi 
bisa faktor keinginan  kedua  calon  pasangan suami  istri 
ataupun faktor eksternal dari kedua pasangan calon sua- 
mi istri tersebut. Biasanya, perkara ataupun permasalah- 
an nikah fasid, diselesaikan  oleh pihak yang berwenang, 
dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. 
Observasi awal yang dilakukan oleh penulis, bahwa 
di Pengadilan Agama Bengkulu pernah terjadi perka- 
ra  pernikahan fasid.  Adapun  kasus/perkara pernika- 
han   fasid  yang   dimaksud adalah  sebagai   berikut: 
Putusan Pengadilan Agama  Bengkulu  Nomor:  0018/ 
Pdt.G/2009/PA.Bn dalam  hal ini terjadinya  pembata- 
lan nikah karena  dilangsungkan tanpa  wali atau dilak- 
sanakan oleh  wali yang  tidak berhak  dan  tidak pula 
pernah mengajukan permohonan wali adhol ke Peng- 
adilan  Agama yang berwenang.4  Putusan Pengadilan 
 
 
 
1Irvan  Hadzuka,  Yang membatalkan pernikahan dalam    Islam, akses 
melalui https:// perahujagad. blogspot.  co. id/ 2014  /10/ yang - membatal- 
kan-pernikahan-dalam-islam.html, waktu akses, Tanggal 08 Februari  2017, 
Pukul 19:00 WIB. 
2Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan  Dan Perceraian  Di Malaysia dan di In- 
donesia,  (Bandung  : Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83. 
3Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata  dalam Hukum Nasional, (Jakarta: 
Kencana Premada Media Group, 2008), h. 123. 
4Putusan Pengadilan  Agama Bengkulu berdasarkan Nomor: 0018/ 
Pdt.G/2009/PA.Bn, tentang Pembatalan Pernikahan. 
Agama Bengkulu Nomor: 0384/Pdt.G/2010/PA.Bn 
dalam  hal karena  para  pihak  masih  terikat di dalam 
perkawinan dimana tidak pernah mendapat izin dari 
istrinya yang sah dan tanpa  izin Pengadilan Agama.5 
Berangkat  dari  beberapa permasalahan dan  ura- 
ian  yang  disampaikan di  atas,  tertarik  jika  realitas 
sosial  di  masyarakat tersebut   dikaji  atau   dilakukan 
penelitian  lebih  lanjut  dan  secara  ilmiah.  Maka  dari 
itu, akan dilakukan penelitian  dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap  Nikah Fasid Dan Dampaknya 
(Studi  Terhadap  Putusan Hakim di Pengadilan Agama 
Bengkulu)”. 
 
Metode Penelitian 
Penelitian  ini adalah penelitian  hukum  (legal  re- 
search)   untuk   menemukan  kebenaran  koherensi, 
yaitu adakah aturan  hukum sesuai norma  hukum dan 
adakah norma yang berupa perintah  atau larangan itu 
sesuai dengan prinsip hukum,  serta apakah tindakan 
(act) seseorang sesuai  dengan norma  hukum  (bukan 
hanya  sesuai aturan  hukum)  atau  prinsip hukum.  Le- 
gal research  atau  dalam  bahasa Belanda  rechtsonder- 
zoek selalu normatif.6     Dengan  demikian,  karena  ini 
adalah penelitian  hukum  (legal research)  sudah  jelas 
bahwa  penelitian  ini pasti bersifat normatif. 
Adapun  pendekatan penelitian  yang digunakan 
adalah  pendekatan  kasus   (case   approach),  dima- 
na  yang  dimaksud dengan  case  approach  adalah 
pendekatan dengan menggunakan putusan pengadi- 
lan yang telah berkekuatan hukum  tetap. 
Adapun   waktu  penelitian   mulai  dari  bulan  April 
2017  sampai  dengan bulan  Mei 2017.  Jadi  lama  pe- 
nelitian  lebih  kurang  2  bulan  Kalender.  Sedangkan 
untuk lokasi di Pengadilan Agama Bengkulu. 
Sumber-sumber penelitian  hukum  dapat dibeda- 
kan  menjadi  sumber-sumber penelitian  yang  berupa 
bahan-bahan hukum   primer  dan  bahan-bahan  hu- 
kum sekunder.7 
1. Bahan hukum primer 
Menurut  Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji da- 
lam penelitian  hukum  normatif berdasarkan kekuatan 
mengikatnya bahan hukum  primer mencakup produk 
proses  legislative  berupa perundang-undangan dan 
peraturan  yang   dibentuk   oleh  Pemerintah dengan 
persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat.8 
a.  Peraturan perundang-undangan 
1) Kompilasi Hukum  Islam (KHI); 
2) Undang-Undang Perkawinan (UUP); 
3) Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang 
 
 
5Putusan Pengadilan  Agama Bengkulu berdasarkan Nomor: 0384/ 
Pdt.G/2010/PA.Bn, tentang Pembatalan Pernikahan. 
6Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum,  (Jakarta:  Kencana  Prena- 
damedia Group, 2014), Edisi Revisi, Cetakan   ke-9, h. 55. 
7Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum...,  h. 181. 
8Soerjono Soekanto  dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Ja- 
karta: PT. RajaGrafindo  Persada,  2012), Cet. Ke-14, h. 33. 
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Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang Nomor  7 
Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama. 
b. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 
1) Putusan Nomor: 0018/Pdt.G/2009/PA.Bn; 
Putusan Nomor: 0384/Pdt.G/2010/PA.Bn. 
 
2. Bahan hukum sekunder 
Bahan-bahan hukum   sekunder   dalam   penelitian 
ini berupa semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bu- 
kan  merupakan dokumen-dokumen resmi.  Publikasi 
tentang  hukum  dimaksud meliputi:9  buku-buku teks, 
kamus hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, majalah 
koran,   bahan seminar   dan   komentar  atas  putusan 
pengadilan. 
Untuk  memperoleh data  yang  benar-benar  valid 
dalam  penelitian   ini perlu  langkah  dan  teknik  pen- 
gumpulan data  yang  sesuai,  maka  dalam  karya  ini 
peneliti menggunakan teknik kepustakaan (library 
research). Dengan  demikian,  penulis membaca doku- 
men-dokumen putusan yang  memiliki relevansi  den- 
gan permasalahan dalam  penelitian. 
Dalam    menggunakan  pendekatan   kasus   yang 
harus  dipahami adalah ratio  decidendi (reasoning), 
yaitu  alasan-alasan  hukum   yang  digunakan  hakim 
untuk sampai  pada  putusannya. Ratio decidendi (rea- 
soning)  dapat  diketemukan dengan memperhatikan 
fakta  materiil  berupa orang,  tempat,  waktu,  dan  se- 
gala yang menyertainya untuk selanjutnya digunakan 
hakim untuk mencari aturan yang tepat untuk dapat 
diterapkan kepada fakta  tersebut.  Penggunaan  ratio 
decidendi (reasoning) ini menunjukkan bahwa   ilmu 
hukum  bersifat preskriptif, bukan  deskriptif.10 Adapun 
diktum,  yaitu  putusannya merupakan sesuatu   yang 
bersifat deskriptif. Jadi analisis yang digunakan dalam 
penelitian  ini adalah analisis kualitatif karena  sumber 
penelitian   berupa  bahan  hukum   bukanlah berupa 
angka-angka yang dapat diukur.11 
 
Pembahasan 
Pada  kasus pembatalan perkawinan Nomor: 0018/ 
Pdt.G/2009/PA.Bn  antara YW dan  BI yang  digugat 
oleh  YW sendiri  sebagai  istri dari  BI dimana pada 
saat perkawinan mereka dilangsungkan tanpa  dihadiri 
oleh  SI selaku  saudara sepupu atau  wali nasab  dari- 
pada  YW, dan  juga  tidak  mengajukan permohonan 
wali adhol  ke  Pengadilan Agama  yang  berwenang. 
Dengan  demikian  gugatan  yang  diajukan  oleh peng- 
gugat sepenuhnya diterima  oleh pihak Pengadilan 
Agama.  Karena permasalahan wali dalam  suatu  akad 
pernikahan merupakan hal  yang  sangat  dianjurkan, 
jika tidak maka  bisa berakibat  fatal yaitu pembatalan 
 
 
9Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum...,  h. 181. 
10Peter  Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum...,  h. 158. 
11Bambang Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek, (Jakarta:  Sinar 
Grafika, 2002), Cet. Ke-3, h. 77. 
pernikahan oleh pihak yang berwenang. 
Selanjutnya pada  kasus Nomor: 0384/Pdt.G/2010/ 
PA.Bn  diketahui  bahwa  Penggugat merupakan isteri 
sah dari Tergugat  I yang sampai  sekarang  belum  per- 
nah  bercerai  dan  masih  terikat di dalam  tali perkaw- 
inan yang sah dengan Tergugat I dan Tergugat I jelas- 
jelas terbukti telah melakukan poligami. Sehingga 
berdasarkan Pasal 23 sub b Undang-undang Nomor 1 
Tahun  1974 jo Pasal 73 sub b Kompilasi Hukum Islam 
bahwa  suami atau isteri berhak untuk mengajukan 
pembatalan perkawinan. 
Berdasarkan beberapa  penyelesaian kasus  pem- 
batalan nikah sebagaimana yang ditangani  oleh pihak 
Pengadilan Agama Bengkulu yang dijelaskan oleh 
penulis  di  atas  bahwa;   sebelum   hakim  mengambil 
suatu  keputusan terhadap suatu  masalah yang  akan 
diselesaikan   hakim  selalu  berpedoman pada  aturan 
dan   undang-undang yang  berlaku   baik  itu  hukum 
positif yaitu Undang-undang Perkawinan dan  hukum 
syariah  dalam  hal ini Komplikasi Hukum  Islam, kar- 
ena  merupakan representasi kedaulatan rakyat  yang 
mempunyai legitimasi sebagai  hukum  yang mengikat. 
Oleh  karenanya, hakim  tidak  boleh  mengambil pu- 
tusan  yang  bertentangan dan  menyimpang dari  apa 
yang telah diatur oleh hukum  positif dan  hakim tidak 
dapat menggali  hukum  apabila   hukum  tersebut   te- 
lah  diatur  dalam  hukum  positif.  Keadilan  semacam 
ini adalah keadilan  dalam  dalam  arti  legalitas  yang 
berhubungan bukan   dengan isi tata  hukum   positif 
melainkan dengan penerapannya.12   Hal ini terjawab 
sebagaimana yang termaktub pada  pertimbangan ha- 
kim Pengadilan Agama Bengkulu pada  bagian Pertim- 
bangan Hakim dalam  memutuskan perkara. 
Seorang hakim  dituntut  untuk  bekerja  secara  pro- 
fesional  dan  proposional tidak  memihak   salah  satu 
pihak  dan  tentunya tetap  berpedoman pada  aturan 
yang  ada,   baik  itu  hukum   positif  maupun  hukum 
syariah  serta  mempunyai pandangan yang  luas  dan 
analisis yang  tajam  mengenai dampak putusan yang 
diambilnya tersebut  semata-mata berdasarkan fakta- 
fakta dan  hukum  tanpa  pengaruh atau  intervensi dari 
pihak manapun dengan alasan  apapun. 
Selain itu seorang hakim harus memiliki penge- 
tahuan yang  luas di bidang  sosiologi hukum  sebagai 
modal  untuk diterapkan dalam  menghasilkan pertim- 
bangan sosiologis  yang  berkualitas   dalam   putusan. 
Sebagaimana diketahui  bahwa  hukum  positif adalah 
hukum yang sedang berlaku, dalam pandangan so- 
siologi hukum  dapat dikatakan bahwa  hukum  positif 
ini  baik  isi dan   bentuknya berubah-ubah  menurut 
waktu dan tempat tertentu dengan bantuan faktor 
kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan ini dapat 
dihubungkan dengan hukum  melalui  cara;  pertama, 
 
12Dimyati, Khudzaifah, et al, Potret Profesionalisme  Hakim dalam Putu- 
san, (Jakarta:  Komisi Yudisial RI, 2010), h. 26. 
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bahwa    hukum   dapat  dijelaskan   dengan  bantuan 
faktor-faktor  kemasyarakatan. Kedua,  bahwa  gejala- 
gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan  dengan ban- 
tuan hukum. Menjelaskan dalam konteks hubungan 
hukum  dengan masyarakat disini adalah memberikan 
penjelasan kausal  konform  (sikap  dan  perilaku  yang 
disesuaikan dengan  nilai-nilai  dan  khaidah-khaidah 
yang  berlaku)  dengan pandangan yang  berpengaruh 
dalam  ilmu hukum  empirik. 
Selain itu diperlukan  juga pertimbangan  sosiologis 
yang dilakukan  oleh hakim  dalam  hal ini merupakan 
upaya   yang  dilakukan   untuk  memberikan keadilan 
yang tidak sekedar keadilan formal belaka dimana 
keadilan  adalah sebagaimana yang tertulis dalam 
undang-undang yang memposisikan hakim hanya 
sebagai  corong  undang-undang, tetapi  pertimbangan 
sosiologis yang dilakukan  hakim untuk mewujudakan 
keadilan  subtantif,  yakni keadilan  yang mendekati re- 
alitas sosial dalam  sebuah putusan yang adil dan  me- 
menuhi  rasa keadilan  masyarakat. 
Hakim  juga  harus  memiliki  kemampuan berfikir 
filsafat yang  merupakan ilmu tentang  hakikat  (kebe- 
naran)  segala sesuatu  menurut kesanggupan manusia 
untuk  meraih  maslahat dan  menghindar dari  mad- 
harat.  Filsafat bisa dicapai  dengan kepandaian mem- 
bedakan antara yang benar dan salah dan kepandaian 
ini hanya  bisa dicapai  dengan kekuatan fikiran dalam 
mengetahui kebenaran selain selalu berkata  dan  ber- 
buat  sesuai  dengan ilmu yang  dimiliki. Hakim  dalam 
berfilsafat untuk  pencarian kebenaran pada  akhirnya 
harus  berpedoman bahwasannya dasar-dasar filsafat 
terdapat dalam  agama atau  syariat hanya  penjelasan 
dan  kelengkapannya didapatkan oleh  kekuatan akal 
fikiran manusia. 
Dampak/Akibat Putusan  Pengadilan Terhadap 
Perkara  Pernikahan Fasid di Pengadilan Agama Beng- 
kulu yaitu: 
 
1. Akibat Hukum Terhadap Suami/Isteri 
Dengan  adanya pembatalan perkawinan oleh 
Pengadilan  Agama   dalam   pasal  Pasal  28  ayat  (2) 
Undang-undang Nomor  1  Tahun   1974  jo  Pasal  75 
Kompilasi  Hukum  Islam ada  beberapa akibat,  salah 
satunya akibat  hukum  terhadap hubungan suami  is- 
teri. Batalnya  perkawinan dimulai  setelah  keputusan 
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum  yang  tetap 
dan  berlaku  sejak  saat  berlangsungnya perkawinan. 
Sehingga   dengan putusan pengadilan yang  menya- 
takan  bahwa   perkawinan tersebut   dibatalkan maka 
perkawinan tersebut  dianggap tidak pernah ada 
walaupun  perkawinan baru  dilangsungkan ataupun 
telah berlangsung lama. Dan diharamkan bagi mereka 
yang  perkawinannya telah  dibatalkan untuk  melaku- 
kan hubungan suami isteri. 
Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 
1 Tahun  1974  jo Pasal 75 Kompilasi Hukum  Islam di- 
jelaskan  bahwa   batalnya suatu  perkawinan  dimulai 
setelah  keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan 
hukum   yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat  berlang- 
sungnya  perkawinan. Dan di dalam  Pasal 28 ayat (2) 
sub  b disebutkan bahwa  batalnya suatu  perkawinan 
tidaklah berlaku surut terhadap Suami atau isteri yang 
bertindak  dengan itikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama,  bila  pembatalan  perkawinan  didasarkan 
atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 
 
2. Akibat Hukum Terhadap Anak 
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan status 
dari  anak  dari  perkawinan yang  dibatalkan merujuk 
kepada  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor 
1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan yang  menyebut- 
kan  bahwa  dengan adanya pembatalan perkawinan 
tidak  menyebabkan anak-anak yang  lahir  di  dalam 
perkawinan  tersebut   statusnya   menjadi   anak   luar 
kawin. Sebab  sesuai  dengan bunyi  Pasal  28 ayat  (2) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  jo Pasal 75 (b) 
Kompilasi Hukum  Islam yaitu keputusan pembatalan 
perkawinan tidak  berlaku  surut  terhadap anak-anak 
yang dilahirkan terhadap perkawinan tersebut.  Dan di 
dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 
batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubun- 
gan hukum  antara anak dengan orang  tuanya. 
Dalam  Undang-undang Perkawinan maupun 
Kompilasi  Hukum   Islam  dengan  tegas   dinyatakan 
bahwa  anak-anak yang dilahirkan  dalam  perkawinan 
yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku  surut, 
meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad 
buruk/keduanya beritikad buruk. Ini berdasarkan rasa 
kemanusiaan dan  kepentingan anak-anak yang tidak 
berdosa sehingga  patut  untuk  mendapatkan perlind- 
ungan  hukum  dan  tidak  seharusnya bila anak  yang 
tidak berdosa harus  menanggung akibat  tidak mem- 
punyai  orang  tua,  hanya  karena  kesalahan orangtu- 
anya.  Anak yang dilahirkan  dari perkawinan yang di- 
batalkan statusnya  jelas anak  sah sehingga  ia berhak 
atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. 
Dengan  keluarnya  Putusan dari Pengadilan Agama 
yang menangani kasus pembatalan/pernikahan  terse- 
but maka kedudukan anak yang telah lahir dari hubun- 
gan suami  istri yang telah dibatalkan tersebut,  bukan 
termasuk  anak hasil zina selain itu walinya tetap pada 
Ayah  yang  pertama dari  anak  tersebut.   Dan  anak 
tersebut  mempunyai hak untuk memperoleh harta 
warisan dari orang  tuanya  yang dibatalkan hubungan 
suami istrinya oleh Pengadilan Agama. 
 
3. Akibat   Pembatalan   Perkawinan   Terhadap 
Harta Bersama 
Dalam  perkawinan ada  harta   bersama dan  ada 
harta  milik masing-masing suami  atau  isteri (Pasal 85 
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Kompilasi  Hukum  Islam).  Terhadap harta  kekayaan 
bersama (gono gini), tetap merupakan harta  bersama 
yang  menjadi  milik bersama, hanya  saja tidak boleh 
merugikan  pihak  yang beritikad  baik, bagaimanapun 
juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, 
bahkan bagi  pihak  yang  beritikad  buruk  harus  me- 
nanggung segala  kerugian-kerugian termasuk  bunga- 
bunga  yang harus di tanggung. 
Didalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 
1 Tahun  1974  disebutkan bahwa  harta  benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi  harta bersama. 
Dan di dalam  Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No- 
mor 1 Tahun  1974  jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hu- 
kum Islam disebutkan bahwa  harta  bawaan dari mas- 
ing-masing  suami dan  isteri dan  harta  yang diperoleh 
masing-masing sebagai  hadiah atau  warisan  adalah 
dibawah   penguasaan    masing-masing,  sepanjang 
para  pihak  tidak  menentukan lain  dalam  perjanjian 
perkawinan. 
Jadi  jika suatu  perkawinan dibatalkan maka  harta 
yang  diperoleh selama  perkawinan yang  merupakan 
harta  bersama pembagiannya diatur  menurut huku- 
mnya  masing-masing. Akan tetapi  di dalam  Pasal  97 
Kompilasi Hukum  Islam disebutkan bagi  janda  atau 
duda  cerai  hidup  masing-masing berhak  atas  seten- 
gan  bagian  dari  harta  bersama sepanjang tidak  di- 
tentukan lain dalam  perjanjian perkawinan. Apabila 
terjadi  perselisihan  antara suami  isteri tentang  harta 
bersama, maka  penyelesaian perselisihan   itu  dapat 
diajukan  kepada Pengadilan Agama. 
Menurut  hukum  Islam,  akad  perkawinan adalah 
suatu perbuatan hukum  yang sangat  penting  dan 
mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-kon- 
sekuensinya  tertentu   sebagaimana yang  ditetapkan 
oleh syariat Islam. Oleh karena  itu, pelaksanaan akad 
nikah yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan 
oleh  syariat  Islam adalah perbuatan sia-sia,  bahkan 
dipandang sebagai  perbuatan   yang  melanggar  hu- 
kum yang wajib dicegah  oleh siapapun yang menge- 
tahuinya, atau  dengan cara  pembatalan pernikahan 
apabila  perkawinan tersebut  telah dilaksanakan. 
Dalam hal ini Andi Tahir Hamid juga mengeluarkan 
argumennya ia menyatakan bahwa  suatu perkawinan 
yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsung- 
kan dapat dimohonkan pembatalannya (fasid).13 
Hukum  Islam sangat  mengajurkan kepada kita se- 
mua bahwa  sebelum  melangsung suatu akad pernika- 
han  terlebih  dahulu  dilakukan  penelitian  yang  terda- 
lam terhadap calon pengantin yang akan dinikahkan, 
agar   semua   ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh 
Islam sudah  terpenuhi, jika persyaratannya belum 
lengkap  atau  memiliki  halangan dalam   melaksana- 
 
 
13Andi Tahir Hamid,  Beberapa Hal Baru tentang  Peradilan  Agama dan 
Bidangnya,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 1996),   h. 22. 
kan pernikahan, maka pelaksanaan akad nikah harus 
segera di cegah. 
Dengan  demikian  dapat dipahami bahwa  dalam 
ketentuan hukum  Islam, siapa saja yang melihat   dan 
mengetahui akan adanya seorang  berkehendak untuk 
melangsungkan perkawinan, padahal diketahui  bah- 
wa  pernikahannya  cacat  hukum   karena   kurangnya 
rukun atau  syarat yang ditentukan, maka perkawinan 
tersebut  wajib dicegah  sehingga  perkawinan tersebut 
tidak  jadi  dilaksanakan. Jika  diketahui  setelah  akad 
nikah dilaksanakan maka wajib mengajukan pem- 
batalan perkawinan ke instansi yang berwenang. 
Suatu  perkawinan dapat batal  demi  hukum  dan 
bisa  dibatalkan oleh  Pengadilan. Secara   sederhana 
ada   dua   sebab   terjadinya   pembatalan  perkawinan 
yaitu  yang  Pertama adalah pelanggaran prosedural 
perkawinan dan  Kedua  terdapat  pelanggaran terh- 
adap  materi perkawinan. Seperti  putusan Pengadilan 
Agama  yang  telah  diuraikan sebelumnya diatas,  pe- 
nyebab terjadinya  pembatalan nikah antara lain: 
 
1. Tidak Terpenuhinya Syarat-syarat Wali Nikah 
Terhadap  Putusan  Pengadilan  Agama   Nomor: 
0018/Pdt.G/2009/PA.Bn yang  mana  dalam  kasus ini 
sewaktu  melaksanakan pernikahan antara Penggugat 
dan  Tergugat  I tidak meminta izin atau  meminta wali 
terlebih dahulu  kepada wali Penggugat dan tidak pula 
pernah mengajukan permohonan wali adhol  ke Pen- 
gadilan Agama yang berwenang.14 
Perwalian  dalam  perkawinan adalah suatu kekua- 
saan  atau  wewenang syariah  atas segolongan manu- 
sia, yang dilimpahkan kepada orang  yang sempurna, 
karena  kekurangan tertentu pada  orang yang dikuasai 
itu, demi kemaslahatannya sendiri.15 
Wali  dalam   suatu  pernikahan merupakan  suatu 
hukum   yang  harus   dipenuhi  bagi  calon  mempelai 
wanita yang bertindak  menikahkannya atau memberi 
izin pernikahannya. Wali dapat langsung  melaksana- 
kan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang 
lain.16   Wali adalah orang  yang  akan  mengawinkan 
perempuan.17     Seorang  mempelai perempuan  yang 
hendak melangsungkan pernikahan harus  ada  orang 
yang akan menikahkannya. Seorang wali dalam suatu 
akad   nikah   sangat   diperlukan,  karena   akad   nikah 
tidak  sah  kecuali  dengan seorang   wali  (dari  pihak 
perempuan).18 
 
 
 
14Putusan Pengadilan  Agama Bengkulu berdasarkan Nomor: 0018/ 
Pdt.G/2009/PA.Bn, tentang Pembatalan Pernikahan. 
15Muh. Jawad  Mughiyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2015), 
h. 374. 
16Djamaan Nur, Fiqih Munakahat,  (Semarang:  Dina Utama Semarang, 
1993), h .65. 
17Ibnu  Mas’ud dan  Zaninal  Abidin S, Edisi Lengkap  Fiqih (Madzhab 
Syafii), (Bandung:  Pustaka Setia, 2007), h. 268. 
18Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang:  Toha Putra, 1978), 
h. 456 
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Wali  adalah seorang   yang  bertindak   atas  nama 
mempelai perempuan dalam  suatu  akad  nikah  yang 
dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu pihak  laki-laki yang 
dilakukan   oleh   mempelai  laki-laki  itu  sendiri   dan 
pihak   perempuan  yang   dilakukan   oleh   walinya.19 
Seseorang  tidak  boleh   dinikahkan  oleh  wali  yang 
jauh,  selagi masih  ada  yang  dekat.  Wali yang  dekat 
lebih berhak  sebagaimana dalam  warisan.  Maka ka- 
lau menikah  dengan meninggalkan urut-urutan wali 
tersebut  maka tidak sah.20 
Orang  yang  berhak  menjadi  wali,  adalah orang 
yang memenuhi syarat-syarat sebagai  berikut: 
a.  Telah dewasa  dan berakal sehat; 
b.  Laki-laki, ulama  hanafiyah dan  ulama  syi’ah ber- 
beda   pendapat dalam  persyaratan ini.  Menurut 
mereka  perempuan yang  telah  dewasa   dan  be- 
rakal sehat dapat menjadi  wali bagi dirinya sendiri 
dan  dapat pula  menjadi  wali untuk  perempuan 
lain yang mengharuskan adanya wali; 
c.  Muslim, tidak sah  orang  yang  tidak beragama is- 
lam menjadi  wali untuk muslim; 
d.  Orang merdeka; 
e.   Tidak  bearada dalam  pengampuan atau  Mahjur 
‘Alaih; 
f.   Berpikiran baik; 
g.  Tidak  sedang   melakukan ihram  untuk  haji  atau 
umroh; 
h.  Adil dalam  arti tidak pernah terlibat  dalam  dosa 
besar  dan   tidak  sering  terlibat  dosa   kecil  serta 
tetap memelihara muru’ah  atau  sopan  santun.21 
 
Wali nikah  dari mempelai wanita  merupakan un- 
sur pokok/rukun perkawinan dalam  Islam, apabila 
perkawinan  dilangsungkan  tidak  dengan wali  atau 
yang  menjadi   wali  bukan   lah  orang   yang  berhak, 
maka pernikahan tersebut tidak sah. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Agama Nomor  2 tahun  1987,  ten- 
tang  wali hakim  Pasal  1 sub b dan  penjelasan Pasal 
2 ayat (1), bahwa  wali hakim baru bertindak  sebagai 
wali nikah  calon  mempelai wanita,  manakala  tidak 
mempunyai wali nasab  atau  berhalangan hadir,  atau 
jauh yang sulit dihubungi. 
Dalam   contoh    kasus   pembatalan   perkawinan 
antara YW dan  BI yang  menjadi  wali nikah  mem- 
pelai  wanita  bukanlah wali nasab  maupun wali ha- 
kim tetapi  wali dari P3N. Di dalam  Pasal 20 ayat (2) 
Kompilasi Hukum  Islam wali terdiri atas  wali nasab 
dan wali hakim. 
Wali nasab  adalah wali yang  mempunyai hubun- 
 
 
 
19Arif Jamaluddin, Hadis  Hukum  Keluarga, (Sidoarjo:  CV. Cahaya  In- 
tanXII, 2014),   h. 56. 
20Abdul  Fatah  Idris, Abu Ahmadi,  Kifayatul Akhyar, Terjemahan Fiqih 
Islam, (Semarang:1990),  h.  208. 
21Amir Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam di Indonesia,  (Jakarta: 
Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 75-78. 
gan darah  dengan calon pengantin wanita  baik verti- 
cal maupun horizontal.  Dalam  istilah fiqh wali nasab 
ialah  wali  yang  memiliki  hubungan darah   dengan 
perempuan yang akan dinikahkan tersebut. 
Sedangkan  yang  dimaksud dengan  wali  hakim 
adalah kepala  Negara  yang beragama Islam dan  da- 
lam hal ini biasanya di Indonesia dilakukan  oleh Pen- 
gadilan  Agama,  ia  mengangkat orang  lain  menjadi 
Hakim (biasanya yang diangkat adalah Kantor Urusan 
Agama  (KUA) tingkat Kecamatan) untuk  mengaqad- 
kan nikah seorang  perempuan yang berwali hakim.22 
Pengertian wali hakim  menurut pasal  1 huruf  b KHI 
adalah wali hakim  adalah wali nikah  yang  ditunjuk 
oleh Menteri Agama atau  Pejabat  yang ditunjuk oleh- 
nya,  yang  diberi hak  dan  kewenangan untuk  bertin- 
dak sebagai  wali nikah.23 
Maka yang berhak untuk wali dalam pernikahan 
tersebut  adalah wali hakim. Kecuali apabila  wali nasab- 
nya telah  mewakilkan  kepada orang  lain untuk  bertin- 
dak sebagai  wali. dalam  hal demikian,  orang  lain yang 
diwakilkan  itulah  yang  berhak   menjadi   wali.  Sesuai 
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 
yang ditunjuk oleh Menteri Agama  sebagai  wali hakim 
adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
Adanya  pembatalan perkawinan dalam  kasus 
antara YW dan  BI berakibat  kedudukan YW dan  BI 
tidak mempunyai hubungan ikatan  perkawinan sejak 
perkawinan mereka  dilangsungkan dan  harus  hidup 
terpisah.  Karena  menurut Undang-undang Nomor  1 
Tahun 1974 perkawinan tersebut dapat dibatalkan kar- 
ena  dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak.  Jadi 
putusan pengadilan berlaku  surut  terhadap perkaw- 
inan yang dilaksanakan oleh YW dan  BI, maksudnya 
tidak lain adalah perkawinan YW dan BI sejak semula 
tidak sah  dan  dianggap tidak pernah terjadi  perkaw- 
inan, hal ini sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 
28 ayat  (1) Undang-undang Perkawinan jo Pasal  74 
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan 
pembatalan  perkawinan berlaku  sejak  berlangsung- 
nya perkawinan dan  diharamkan bagi mereka  untuk 
melakukan hubungan layaknya  suami isteri. 
 
2. Poligami Tanpa Izin dari Pengadilan Agama 
dan Tanpa Izin Istri Sah 
Pada  Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0384/Pdt/ 
G/2010/PA.Bn yang  mana  dalam  kasus  ini Tergugat  I 
melangsungkan perkawinan/pernikahan dengan Tergu- 
gat II tidak pernah mendapat izin dari Penggugat selaku 
istrinya yang  sah  dan  tanpa  izin Pengadilan Agama.24 
Menurut  Pasal  56  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum   Islam, 
 
 
22Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap...,  h. 456-462. 
23Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yo- 
gyakarta: Pustakaa  Baru Press, 2017), h. 64-65. 
24Putusan Pengadilan  Agama Bengkulu berdasarkan Nomor: 0384/ 
Pdt.G/2010/PA.Bn, tentang Pembatalan Pernikahan. 
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yaitu; perkawinan yang dilakukan  dengan isteri kedua, 
ketiga atau  keempat tanpa  izin dari Pengadilan Agama, 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya seorang 
laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan 
dalam  waktu yang sama  memang diperbolehkan da- 
lam  hukum  Islam.  Tetapi  pembolehan itu diberikan 
sebagai   suatu  pengecualian. Pembolehan  diberikan 
dengan batasan-batasan yang  berat,  berupa  syarat- 
syarat dan tujuan  yang mendesak.25 
Seperti   yang  terjadi  dalam   kasus  ini  antara  SL 
dan  EF yang telah melangsungkan perkawinan tanpa 
persetujuan atau  izin dari isteri pertamanya NA. Seh- 
ingga NA meminta kepada Pengadilan Agama  untuk 
membatalkan perkawinan antara suaminya SL den- 
gan  perempuan yang  bernama EF tersebut.  Izin po- 
ligami itu sendiri harus  mendapatkan izin/persetujuan 
dari isteri, barulah  kemudian meminta izin ke Penga- 
dilan Agama. Untuk memperoleh izin dari Pengadilan 
Agama  harus  pula dipenuhi syarat-syarat yang diten- 
tukan  pada  Pasal  5 ayat  (1) Undang-undang Nomor 
1 Tahun  1974  jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum 
Islam, yaitu: 
a.  Adanya  persetujuan dari isteri.26 
b.  Adanya kepastian bahwa  suami mampu menjamin 
keperluan-keperluan hidup  isteri  dan  anak-anak 
mereka. 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.27 
 
Persetujuan yang dimaksud pada  ayat  (1) huruf a 
pasal ini tidak diperlukan  bagi seorang  suami  apabila 
istri/istri-istrinya tidak  mungkin  dimintai  persetujuan- 
nya dan  tidak dapat menjadi  pihak dalam  perjanjian, 
atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama 
sekurang-kurangnya  2  (dua)   tahun,   karena   sebab- 
sebab   lainnya  yang  perlu  mendapat penilaian   dari 
hakim Pengadilan Agama.28 
Pada   dasarnya seorang   pria  hanya   boleh  mem- 
punyai   seorang   istri.  Seorang  suami   yang   beristri 
lebih dari seorang  dapat diperbolehkan bila dikendaki 
oleh  pihak-pihak yang  bersangkutan dan  Pengadilan 
Agama  telah memberi  izin (Pasal  3 ayat  (2) Undang- 
undang Nomor  1 Tahun  1974).  Dasar pemberian izin 
poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 
ayat (2) Undang-undang Perkawinan (UUP) dan  juga 
dalam  Bab  IX Kompilasi Hukum  Islam Pasal  57 sep- 
erti dijelaskan  sebagai  berikut: 
 
 
25Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia,  (Jakarta:  Universitas Indo- 
nesia (UIpress), 2009), h. 78. 
26Muhammad, Etika Islam Dalam Berumah  Tangga,  (Surabaya: Institut 
Dagang Muchtar, 1987), h. 227. 
27Asro Sutro  Atmojo & Wasit Alawi, Hukum  Perkawinan  di Indonesia 
(Jakarta:  Bulan Bintang, 1975), h. 84. 
28Zainuddin Ali, Hukum  Perdata   Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Sinar 
Grafika, 2006), h.. 47. 
a.   Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya se- 
bagai isteri; 
b.   Isteri mendapat cacat  badan atau  penyakit  yang 
tidak dapat disembuhkan; 
c.   Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Status hukum  poligami adalah mubah. Mubah di- 
maksud, sebagai  alternatif untuk beristri hanya  seba- 
tas 4 (empat)  orang istri. Hal itu ditegaskan  oleh Pasal 
55 Kompilasi Hukum  Islam sebagai  berikut: 
a.   Beristri lebih dari satu orang  dalam  waktu bersa- 
maan, terbatas  hanya  sampai  empat  orang  istri. 
b.   Syarat  utama  beristri lebih dari satu orang,  suami 
harus  mampu berlaku  adil terhadap istri-istri dan 
anak-anaknya. 
c.   Apabila syarat  utama  yang disebut  pada  ayat (b) 
tidak  mungkin  terpenuhi, suami  dilarang  beristri 
lebih dari satu. 
Dengan   demikian   maka  perkawinan yang  tidak 
memenuhi syarat  tersebut  dapat dibatalkan/diminta- 
kan  pembatalan perkawinannya kepada Pengadilan 
Agama, karena suatu perkawinan itu dapat dibatalkan 
apabila  seorang  suami melakukan poligami tanpa  izin 
Pengadilan Agama  (Pasal  71 huruf  a Kompilasi Hu- 
kum  Islam) jadi alasan  tersebut  telah  sesuai  dengan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974 dan Kompilasi 
Hukum  Islam. 
Dengan  dikabulkan gugatan  pembatalan perkaw- 
inan antara SL dan  EF oleh Majelis Hakim berakibat 
kedudukan antara SL dan EF tidak mempunyai ikatan 
perkawinan sejak perkawinan mereka  dilangsungkan 
jadi hubungan mereka  terpisah.  Putusan pengadilan 
berlaku surut terhadap perkawinan yang dilaksanakan 
oleh SL dan  EF karena  sejak perkawinan mereka  di- 
langsungkan mereka  mengetahui bahwa  pernikahan 
tersebut  tidaklah sah karena  dilangsungkan tanpa  izin 
dari isteri dan  Pengadilan Agama.  Sehingga  perkaw- 
inan antara SL dan  EF dianggap tidak pernah terjadi 
hal ini sesuai dengan yang tertera  di dalam  Pasal 28 
Undang-undang Perkawinan bahwa  keputusan ber- 
laku sejak berlangsungnya perkawinan dan  diantara 
keduanya haruslah hidup  terpisah  serta  diharamkan 
untuk melakukan hubungan layaknya  suami isteri. 
Adapun  dalam  pandangan hukum  Islam, setelah 
Putusan hakim dikeluarkan dan pembatalan pernika- 
han  dilaksanakan maka  hubungan suami  istri yang 
bersangkutan saat  itu juga putus.  Namun  jika suami 
istri tersebut  tetap  melakukan hubungan layak suami 
istri maka  hukumnya adalah  zina.  adapun  hukum 
bagii  pelaku  zina  dalam  ketentuan undang-undang 
positif merupakan wewenang seseorang, atau  meru- 
pakan  ketentuan hukum  khusus.29 
 
 
29Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, Hukum-hukum dari Al- 
Qur’an dan Hadis Secara  Etimologi, Sosial dan Syari’at , (Jakarta:  Pustaka 
Firdaus, 2003), h. 279. 
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Putusan pembatalan perkawinan ini hanya berlaku 
kepada SL dan EF dan tidak berlaku atau mengikat 
kepada isterinya yaitu NA dan kehidupan antara NA 
dan SL  kembali  seperti semula  yaitu masih terikat 
hubungan perkawinan sebagai suami isteri karena 
sampai saat ini belum  terjadi perceraian. 
 
Dari perkara  di atas  dapat diketahui  bahwa  putu- 
san  pembatalan perkawinan tersebut  semuanya ber- 
laku bagi seluruh  terhadap para  pihak  yang  melang- 
sungkan  perkawinan hal ini dikarenakan tidak adanya 
itikad baik dari salah satu atau kedua  orang mempelai 
baik  pihak  laki-laki  maupun  perempuan.  Sehingga 
sejak adanya putusan pembatalan perkawinan maka 
hubungan mereka   (para  pihak  yang  dimintai  pem- 
batalan perkawinannya) tidak mempunyai ikatan 
perkawinan bahkan sejak perkawinan itu dilangsung- 
kan.  Dan  sejak  adanya  keputusan tersebut   apabila 
mereka  melakukan hubungan  layaknya  suami  isteri 
haram  hukumnya karena  diantara mereka  tidak ada 
ikatan  sama  sekali dan  mereka  harus  hidup  terpisah. 
Kecuali diantara mereka  melakukan kembali perkaw- 
inan  yang sah menurut agama dan  hukum  yang ber- 
laku di negara  ini, maka  perkawinan mereka  adalah 
perkawinan yang sah. 
 
Kesimpulan 
1.  Pertimbangan hakim dalam  memutus perkara 
pembatalan nikah  di  Pengadilan  Agama  Beng- 
kulu telah sesuai  karena  berdasarkan penjabaran 
keterangan para  saksi dan  alat bukti serta adanya 
pertimbangan-pertimbangan yuridis serta mem- 
perhatikan  Undang-undang  Perkawinan  Nomor 
1 Tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum  Islam yang 
diperkuat dengan keyakinan  hakim. 
a.   Pada     putusan   Nomor:     0018/Pdt.G/2009/ 
PA.Bn  pertimbangan yang  digunakan hakim 
dalam  memutus perkara  adalah Pasal 74 ayat 
(1)  Kompilasi  Hukum   Islam,  Pasal  23  huruf 
(b), Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 
1 Tahun  1974  Jo  Pasal  71  huruf  (e) dan  (f), 
serta  Pasal  73 huruf (b) Kompilasi Hukum  Is- 
lam. 
b.   Pada   putusan  Nomor:   0384/Pdt/G/2010/PA/ 
Bn pertimbangan hakim  dalam  memutus 
perkara  adalah Pasal  23  huruf  (b),  Pasal  25 
Undang-undang  Nomor   1  Tahun   1974   jo. 
Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun  1975,  Pasal  3, 4 dan  5 sebagaimana 
yang  terdapat pada   Undang-undang  Nomor 
1 Tahun  1974  jo Pasal  56 dan  Pasal  58 pada 
Kompilasi Hukum  Islam (KHI) serta  Pasal  22 
dan 24 Undang-undang Perkawinan (UUP) 
Nomor 1 Tahun  1974  jo pada  Pasal 71 bagian 
huruf (a) Kompilasi Hukum  Islam (KHI). 
2.    Akibat hukum  terhadap pembatalan perkawinan 
mempunyai  beberapa  dampak  hukum   antara 
lain: 
a.  Terhadap suami/isteri  dengan adanya pem- 
batalan perkawinan, yaitu diantara keduan- 
ya  dianggap tidak  pernah terjadi  perkaw- 
inan.  Jadi putusan pengadilan berlaku  surut 
terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, 
maksudnya sejak perkawinan mereka  dil- 
angsungkan sampai dengan adanya putusan 
pembatan perkawinan maka  perkawinan 
mereka dianggap tidak pernah terjadi, hal ini 
sesuai  dengan yang  tertera  dalam  Pasal  28 
Undang-undang  Perkawinan bahwa   kepu- 
tusan berlaku sejak berlangsungnya perkaw- 
inan.  Dan  hal ini berlangsung setelah  pem- 
batalan perkawinan tersebut  memperoleh 
kekuatan hukum  yang  tetap,  yaitu  setelah 
mendapat Keputusan  Pengadilan. 
b.  Akibat hukum  terhadap anak-anak yang la- 
hir  dari  perkawinan yang  telah  dibatalkan 
statusnya  adalah jelas merupakan anak  sah 
baik  di dalam  Undang-undang Perkawinan 
maupun  Kompilasi  Hukum   Islam,  walau- 
pun   salah  seorang   dari  orangtuanya atau 
kedua  orang  tuanya  mempunyai itikad bu- 
ruk. Sebab  pembatalan perkawinan tidaklah 
berlaku  surut  terhadap anak-anak yang  di- 
lahirkan  di dalam  perkawinan tersebut.  Jadi 
si anak  tetap  mendapatkan  pemeliharaan, 
pembiayaan dan  mewaris  dari kedua  orang 
tuanya. 
c.  Mengenai harta bersama tetap menjadi  milik 
bersama, jika terjadi pembatalan perkawinan 
maka  harta  bersama akan  di bagi menurut 
hukum   masing-masing agamanya, namun 
biasanya di dalam  hukum  Islam jika terjadi 
perpisahan  maka harta  bersama akan diba- 
gi dua, dan masing-masing memperoleh set- 
engah,  hal  ini selama  tidak  ditentukan  lain 
dalam  perjanjian perkawinan. 
3.    Sedangkan pernikahan fasid  dalam  pandangan 
hukum  Islam adalah pernikahan yang harus 
dibatalkan  karena   adanya  syarat   ataupun  ru- 
kun  pernikahan yang  tidak  terpenuhi, selain  itu 
pernikahan  yang  telah  dilaksanakan telah  me- 
langgar aturan  yang telah ditetapkan oleh hukum 
syariah. 
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